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Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa

Oleh:
Dr. Zainal Abidin
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

Artikel ini merupakan hasil kajian mengenai anarkisme yang dilakukan oleh
mahasiswa dalam melakukan demonstrasi. Akhir-akhir ini ada kecenderungan yang
teramati pada mahasiswa yang melakukan demonstrasi, yaitu mereka
melakukannya secara anarkis, misalnya melakukan pengrusakan barang milik
publik/institusi, penyerangan terhadap petugas keamanan, penyerangan terhadap
pejabat pemerintah, dan aksi-aksi violent dan anarkis lain. Apa pun isu dalam
demonstrasi mereka (entah mengenai penolakan kenaikan SPP maupun isu-isu lokal
seperti pemekaran wilayah, dan isu-isu nasional seperti pemberantasan korupsi)
tidak jarang disertai kekerasan dan anarkisme. Mengingat anarkisme mereka sudah
meluas ke berbagai wilayah di Indonesia (Jakarta, Bandung, Medan, Makasar, dll.),
maka perlu penjelasan ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya
dan mengajukan rekomendasi penanggukangannya. Artikel ini dimaksudkan untuk
mencapai tujuan itu. Penulis melakukan kajian berdasarkan teori-teori psikologi
sosial tentang kekerasan dan aksi-aksi massa. Hasil kajian ini diharapkan dapat
menjadi masukan penting bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengurangi
dan menghilangkan anarkisme mahasiswa dalam berdemonstrasi.

Pendahuluan

Mahasiswa Indonesia adalah sumber daya manusia Indonesia potensial yang diharapkan
mampu memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju, beradab, dan kompetitif. Tujuan ideal
Jenyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi pada umumnya diarahkan untuk mendidik dan
mencerdaskan generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk mencapai harapan itu.

Akan tetapi, faktanya sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mahasiswa bukan

komponen bangsa yang pasif. Sebagian dari mereka selalu terlibat aktif dalam berbagai gerakan



sosial dan memberi warna yang kuat pada sejarah politik dan sosial di Indonesia. Mereka adalah
komponen bangsa yang sangat kritis. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa memberi kontribusi
besar dalam meruntuhkan rezim-rezim otoriter seperti Orde Lama dan Orde Baru, di samping
sangat kritis terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintahan dewasa ini.

Sayangnya, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa akhir-akhir ini sering bersifat anarkis.
Anarksime mahasiswa kini seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari demonstrasi-
demonstrasi mahasiswa. Ada anggapan pada sebagian mahasiswa bahwa anarkisme dan
kekerasan merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan dari aksi-aksi mereka.

Kecenderungan ini sebetulnya sudah dimulai dari gerakan mahasiswa tahun 1998.
Keberhasilan aksi-aksi mahasiswa dalam menumbangkan Rezim Orde Baru bulan Mei 1998
sebagian karena aksi-aksi anarkis, keras, dan nekad yang dilakukan oleh mahasiswa. Kenekatan
dan kekerasan mereka melawan tentara dan polisi (yang dianggap pro pemerintah) menjadi
salah satu alasan mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan.

Beralihnya kekuasaan Orde Baru ke Orde Reformasi paska tahun 1998 tidak
menyurutkan aksi-aksi keras dan anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebaliknya,
mahasiswa semakin keras dan terkadang berlebihan dalam demonstrasi-demonstrasinya.
Mahasiswa sering melakukan provokasi terhadap polisi, memancing reaksi emosional para
petugas keamanan di lapangan. Konon, memang itulah cara yang harus mereka lakukan. Bagi
mereka, kalaulah akan ada korban dalam aksi-aksi keras tersebut, hal itu tidak seberapa penﬁng
dibandingkan hasil yang mungkin akan mereka raih sebagai kompensasinya.

Anarkisme dalam demonstrasi mahasiswa dewasa ini telah menimbulkan korban bukan

hanya jiwa manusia, tetapi juga harta benda. Anarkisme mahasiswa telah meminta korban jiwa



di Medan (Sumatera Utara), di Makasar (Sulawesi selatan), dan di beberapa daerah lain di
Indonesia. Namun, kerugian harta benda dan fasilitas umum (kantor pemerintahan, kampus,
dan lain-lain) yang sebetulnya sangat penting untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan
warga masyarakat pun tidak terhitung jumlahnya. Akibatnya, citra demonstrasi mahasiswa kini
tidak lagi memiliki nilai positif dalam perspektif masyarakat, melainkan citra negatif karena

dinilai mengganggu ketertiban umum

Kenapa terjadi anarkisme dalam demonstrasi mahasiswa?

Secara teoritik anarkisme dalam demonstrasi mahasiswa dapat dijelaskan melalui teori-
teori psikologi, khususnya psikologi sosial. Berikut ini akan dideskripsikan secara teoritis
beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan anarkisme dan kekerasan mahasiswa
sebagaimana dikemukakan oleh beberapa teori psikologi tentang kekerasan kolektif. Teori-teori
tersebut, menurut pendapat kami, cukup relevan untuk menjelaskan kasus-kasus kekerasan

dan anarkisme di kalangan mahasiswa di Indonesia.

1. Persepsi terhadap adanya pelanggaran norma
Menurut Social Interactionist Theory of Coercive Action (SITCA) dalam kehidupan
sosial banyak sekali kasus kekerasan yang didorong oleh persepsi pelaku (perpetrator)
terhadap pelanggaran norma (perceived norm violation) atau terhadap pelanggaran
prinsip keadilan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu
(Tedeshi & Felson, 1994). Para pelaku mempersepsi adanya pelangaran norma atau

keadilan yang dilakukan oleh orang atau institusi tertentu, dan mereka melakukan



kekerasan terhadap pelanggar norma tersebut sebagai upaya untuk memberi hukuman
atau menegakkan keadilan.

Persepsi terhadap adanya pelanggaran menyebabkan sejumlah orang
mengalami grievance. Grievance adalah pengalaman tidak menyenangkan yang dihayati
oleh individu dan kelompok individu sebagai akibat dari per;epsinya bahwa orang,
kelompok, atau institusi lain telah melanggar norma atau melakukan tindakan yang
tidak adil, misalnya dalam bentuk korupsi yang merugikan negara, tindakan a-moral,
kejahatan, dll. Pengalaman ini bisa mempengaruhi emosi (marah) sejumlah orang
(antara lain mahasiswa) dan memotivasinya untuk menegakkan keadilan. Jika mereka
mempertimbangkan besarnya nilai yang diharapkan dan rendahnya biaya atau risiko
yang harus dikorbankan, maka besar kemungkinan mereka akan melakukan kekerasan
terhadap orang vyang menyebabkan grievance itu. Semakin sering dan intens
pelanggaran dilakukan, semakin keras hukuman diberikan kepada pelanggar norma
tersebut. Misalnya: Semakin korup dan incapable pemegang otoritas (pemerintah,

rektorat), semakin keras demonstrasi dilakukan.

Perceived Law enforcement

Menurut Black (1983), Tedeshi and Felson (1996), dan Abidin (2005) kecenderungan
untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum, ter‘masuk
kekerasan anarkisme mashasiswa, dipengaruhi oleh persepsi mereka penegakan hukum.
Jika mahasiswa percaya bahwa melakukan kekerasan tidak akan mendapatkan

hukuman, maka mereka akan cenderung menggunakan kekerasan untuk



memperjuangkan kepentingannya. Lemahnya penegakan hukum dari pihak rektorat dan
aparat penegak Hukum (kepolisian, pengadilan) terhadap para pelaku kekerasan di
kalangan mahasiswa, akan menjadi pendorong untuk melakukan kekerasan yang sama

di masa depan.

Mob identification

Menurut Reicher (1996), ketika orang berada dalam mob atau kerumunan yang
emosional (misalnya, ketika terjadi demonstrasi), maka kemungkinan untuk melakukan
kekerasan sangat tinggi. Ini dimungkinkan karena setiap orang menghayati dirinya
sebagai bagian dari massa (mob identity), bukan lagi sebagai bagian dari individu (self
identity).

Dalam kondisi ini orang-orang yang berada dalam kerumunan kemungkinan besar
akan saling menularkan emosi dan tingkah laku. Akibatnya, jika ada seseorang
melakukan kekerasan atau berteriak untuk melakukan kekerasan, maka aksi kekerasan
sulit untuk dihindari.

Kemungkinan terjadinya kekerasan dalam mob diperkuat oleh peran pemimpin
(Young, 1956). Pemimpin dalam mob biasanya memiliki fungsi sbb:

a. Memberi fokus pada mob sehingga mampu menyatukan anggota mob baik

dalam ruang maupun dalam atensi. |

b. Memverbalisasikan sikap dan perasaan yang tidak jelas yang dialami oleh orang-

orang yang berada dalam mob melalui simbol-simbol komunikatif yang

diucapkan berulang-ulang, yang berfungsi sebagai stimulator untuk beraksi



¢. Menghidupkan kebencian, ketakutan, dan dorongan-dorongan dasar yang
semula bentuknya masih samar-samar dengan cara menggunakan mite, legenda,
dan peristiwa-peristiwa aktual saat ity untuk membangkitkan emosi dan
memicu aksi-aksi para partisipan.

d. Memberi arah pada aksi-aksi massa, misalnya dengan cara mendorong dan
menganjurkan untuk melakukan serangan, pemukulan, pembakaran, dan
bentuk-bentuk aksi kekerasan lainnya.

e. Meski dalam banyak kasus pemimpin hanya memberikan agitasi verbal, tetapi

tidak menutup kemungkinan mereka ikut melakukan aksi secara langsung.

4. Proses belajar sosial

Menurut Social learning theory, manusia cenderung meniru tingkahlaku orang-
orang lain, terutama tingkahlaku yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi
pelakunya atau dianggap sebagai pemecahan masalah yang efisien (Bandura, 1973).
Penanyangan televisi dan pemberitaan media cetak tentang aksi kekerasan yang terjadi
ditempat lain (khususnya di Jakarta pada masa-masa akhir runtuhnya pemerintahan
Orde Baru), mungkin saja menyebabkan terjadinya peniruan tingkahlaku itu oleh para
mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia. Di samping itu, observasi langsung para
pelaku kekerasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh kakak-kakak
angkatan mereka di tahun-tahun sebelumnya, kemudian ditiru oleh mereka pada saat

ini karena dianggap sebagai aksi yang efektif dalam memecahkan suatu masalah.



Proses belajar seperti itu dimungkinkan karena pengaruh penguatan (reinforcement),
baik berupa tiadanya hukuman (punishment) maupun ganjaran (reward). Jika
mahasiswa mengobservasi bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh kakak-kakak
angkatan mereka tidak mendapatkan hukuman (baik oleh rekotorat maupun kepolisian),
melainkan justru ganjaran (misalnya pujian dari masyarakat), maka aksi yang sama akan

dilakukan oleh mereka di masa sekarang dan akan datang.

Relative deprivation

Menurut relative deprivation theory, kekerasan kolektif dapat disebabkan oleh
adanya deprivasi (perasaan tidak puas atau perasaan adanya perlakuan tidak adil) yang
dialami oleh para pelaku kekerasan massal (Gurr, 1974). Sumber dari deprivasi adalah
persepsi terhadap adanya kesenjangan atau diskrepansi antara harapan (value
expectations) dan kenyataan (value capabilities).Jika perasaan ini dibiarkan terlalu lama,
dan ada pembenaran normatif yang mendukungnya, maka dapat mendorong
sekelompok orang untuk melakukan kekerasan yang bersifat massal (kolektif).

Misalnya, perubahan pemerintahan, sosial, politik, dan ekonomi yang
berlangsung dalam suatu masyaratat atau negara akan mendorong tingkat dan
intensitas harapan (ekspektasi) warganya dalam hal perbaikan kehidupan ekonomi,
keamanan, kualitas sosial, kebebasan, dll. Akan tetapi, jika harapan tersebut tidak
disertai kenyataan, maka intensitas ketidakpuasan (discontent) akan lebih meningkat
daripada sebelum terjadinya perubahan. Jika hal ini terjadi, maka para anggota

kelompok (masyarakat) tertentu akan menyalurkan perasaan deprivasi mereka dalam



bentuk kekerasan kolektif. Ia menulis, “Widespread discontent provides a general
impetus to collective violence”. (Gurr, 1974, h. 13).

Teori Gurr di atas boleh jadi dapat menjelaskan maraknya gejala kekerasan di
kalangan mahasiswa Pasca Orde Baru (setelah tahun 1998) di Indonesia. Setelah Orde
Reformasi memegang kendali pemerintahan, maka ekspekstasi mahasiswa akan
perbaikan sosial, politik, hukum, pemerintahan, dan pemberantasan korupsi, semakin
meningkat dibandingkan dengan pada massa pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi,
karena tidak disertai oleh kemampuan Pemerintah Orde Reformasi menciptakan
kenyataan itu, maka meningkat pula intensitas discontent mahasiswa. Salah satu bentuk
ekspresi yang dilakukan oleh mereka adalah anarkisme dan kekerasan kolektif, termasuk

demonstrasi yang disertai kekerasan.

Kesimpulan

Dari paparan di atas tampak dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat lima variabel
yang mendorong mahasiswa melakukan demonstrasi  anarkis. Pertama, mahasiswa
mempersepsi bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran norma, misalnya dalam bentuk
perilaku yang merugikan negara (korupsi, kolusi, nepotisme, dll). Kedua, aparat penegak
hukum (polisi, jaksa, hakim) dinilai oleh mahasiswa tidak serius dalam melaksanakan
penegakan hukum, sehingga mahasiswa terdorong untuk menegakkan hukum sendiri di
jalanan. Ketiga, ada kekecewaan yang sangat kuat dalam jiwa para mahasiswa, akibat adanya
kesenjangan antara harapan untuk mengalami hidup lebih baik di paska reformasi, tetapi

kenyataannya justru kehidupan sosial, politik, dan ekonomi menurun. Keempat, secara



langsung maupun tidak langsung mahasiswa belajar bahwa demonstrasi yang anarkis lebih
efektif dibandingkan demonstrasi damai. Kelima, pada saat mahasiswa melakukan
demonstrasi, mereka mengalami mob identification sehingga ketika ada pemicu, maka

dorongan untuk melakukan kekerasan jadi begitu kuat.
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